SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA
HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI

Menimbang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 30 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 39 Tahun 2021, namun  dalam
perkembangannya untuk lebih efektif dan efisien
serta tertib administrasi dalam penganggaran,
pelaksanaan dan  penatausahaannya, maka
Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan $Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat ...



Mengingat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor
17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil
di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan ...



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

11,

12.

13.

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun
2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 6);
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 30)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 30
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban  serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor
30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Bandung Tahun 2021 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (10) dan ayat (11) Pasal 13 disisipkan

2 (dua) ayat, yakni ayat (10a) dan (10b) sehingga
Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...



(1)

(2)

Pasal 13

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (5) melakukan evaluasi persyaratan

permohonan Belanja Hibah yang dibantu oleh

Camat dan Lurah, dalam jangka waktu paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya

proposal permohonan belanja hibah dari Tim

Pertimbangan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

bertujuan untuk:

a. mengetahui kesesuaian antara harga
dalam proposal dengan standar satuan
harga yang berlaku di lingkungan
Pemerintah Daerah Kota atau apabila
komponen yang dibutuhkan tidak terdapat
dalam standar satuan harga, maka
menggunakan harga pasar yang berlaku
saat itu;

b. peralatan dan bahan serta kebutuhan
lainnya yang diperlukan dalam
pelaksanaan kegiatan dengan jenis
kegiatannya;

c. memastikan keberadaan organisasi
kemasyarakatan/kelompok orang yang
mengajukan usulan hibah supaya tidak
fiktif;

d. memastikan domisili/alamat sekretariat
(Organisasi Kemasyarakatan /kelompok
orang) sebagaimana tercantum dalam
proposal yang diajukan oleh calon

penerima hibah;

e. memastikan ...



(3)

memastikan kegiatan yang akan dibiayai

dengan dana hibah belum dilaksanakan

oleh calon penerima hibah;

meminta dokumen-dokumen pendukung

yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara

lain:

1.
2.

berupa

melalui

fotokopi KTP Calon Penerima hibah;
fotokopi dokumen
pendirian/pembentukan Organisasi
Kemasyarakatan/kelompok orang
atau penunjukkan/pengangkatan
sebagai pengurus, dapat berupa akta
notaris/keputusan penunjukkan/
pengangkatan sebagai pengurus atau
dokumen lainnya yang  dapat
dipertanggungjawabkan; dan

fotokopi bukti
kepemilikan/penguasaan tanah yang
sah dan/atau surat pernyataan
tentang kepemilikan tanah yang
diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan
yang diajukan merupakan pekerjaan

konstruksi);

Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyampaikan hasil evaluasi Belanja Hibah

rekomendasi kepada Ketua TAPD

Tim Pertimbangan, paling lambat

minggu keempat bulan Mei.

(4) Tim ...



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), membantu TAPD dalam melakukan
pembahasan dengan SKPD terkait, Camat dan
Lurah, serta memberikan pertimbangan sesuai
kewenangannya atas permohonan belanja
hibah berupa:

a. rekomendasi dapat dipertimbangkan; atau
b. rekomendasi tidak dapat dipertimbangkan.
Tim Pertimbangan secara bertahap melakukan
rapat koordinasi paling lambat 5 (lima) hari
kerja sejak diterimanya rekomendasi dari
Kepala SKPD.

Hasil pembahasan berupa rekomendasi dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a dan ayat (5), dilaporkan kepada
Ketua TAPD disertai daftar hasil evaluasi atas
pengajuan proposal belanja hibah yang
ditandatangani oleh Ketua Tim Pertimbangan,
Wakil Ketua dan Sekretaris, serta Kepala SKPD
pemberi rekomendasi, Camat dan Lurah, dan
disampaikan paling lambat minggu pertama
bulan Juni.

TAPD memberikan pertimbangan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan Daerah Kota, yang dituangkan dalam
Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah
(DNC-PBH) yang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah selaku Ketua TAPD paling lambat 3
(tiga) hari kerja.

Hasil pertimbangan Sekretaris Daerah selaku
Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali
Kota.

(9) Wali ...



()

(10)

(10a)

(10b)

(11)

Wali Kota menetapkan persetujuan atau
penolakan DNC-PBH  berdasarkan hasil
verifikasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
Persetujuan Wali Kota terhadap DNC-PBH
dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan
Wali Kota dan menjadi dasar pencantuman
alokasi anggaran Belanja Hibah oleh SKPD
sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
sebagai dasar pencantuman dalam rancangan
KUA dan PPAS.

Dalam hal terdapat penyesuaian alokasi
anggaran belanja hibah pada saat pembahasan
rancangan KUA dan PPAS setelah dihasilkan
kesepakatan bersama antara Wali Kota dan
DPRD dan/atau pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD setelah
dihasilkan persetujuan bersama antara Wali
Kota dan DPRD, maka dapat dilakukan
perubahan DNC-PBH.

Perubahan DNC-PBH sebagaimana dimaksud
pada ayat (10a) dituangkan dalam bentuk
Lembar Persetujuan Wali Kota setelah
mendapat rekomendasi dari Tim Pertimbangan
dan hasil pertimbangan dari Ketua TAPD.

Hasil pembahasan berupa rekomendasi tidak
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b, dilaporkan kepada Wali
Kota dan selanjutnya didisposisi kepada Kepala
Bagian Umum dan diberitahukan secara
tertulis kepada calon penerima yang tidak dapat

dipertimbangkan.

2. Ketentuan ...



10

Ketentuan ayat (4) Pasal 34 dihapus dan ayat (5)

diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Pasal 34
Perorangan, keluarga dan/atau masyarakat
serta lembaga nonpemerintah mengajukan
permohonan Belanja Batuan Sosial secara
tertulis kepada Wali Kota melalui SKPD sesuai
urusan dan kewenangannya.
Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
a. bagi lembaga nonpemerintahan, dibubuhi
cap dan ditandatangani oleh Ketua dan
Sekretaris atau sebutan lain; dan
b. bagi individu, keluarga dan/atau
masyarakat, ditandatangani oleh pemohon
dan diketahui serta dibubuhi cap RT/RW
perubahan rencana kerja dan pendanaan.
Permohonan Belanja Bantuan Sosial yang
direncanakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wali
Kota melalui SKPD sesuai wurusan dan
kewenangannya paling lambat akhir minggu
kesatu bulan Mei tahun berkenaan, untuk
diusulkan dan dianggarkan tahun berikutnya.
Dihapus.
Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dianggarkan pada
Belanja Tidak Terduga tahun anggaran

berikutnya.

PASAL ...
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PASAL II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

11\

"\ /SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
= Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002




